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Abstrak - Urgensi Diferensiasi Kebijakan Pajak Berdasarkan Risiko
Kepatuhan

Tujuan Utama - Penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi tingkat
kepatuhan dari wajib pajak.

Metode - Penelitian ini menggunakan metode k-means clustering untuk
mengelompokkan data ke dalam beberapa kelompok dengan tingkat ke-
miripan yang maksimum dan minimum. Sejumlah wajib pajak menjadi
sampel pada penelitian ini.

Temuan Utama - Penelitian ini menghasilkan lima kelompok wajib pa-
jak, yaitu kepatuhan pajak rasional, komitmen, situasional, agresif, dan
pasif. Pengelompokan ini juga menghasilkan sisi pemahaman yang lebih
baik tentang perilaku wajib pajak. Selain itu, pengelompokan ini meng-
hasilkan kebijakan perpajakan berbeda oleh otoritas pajak.

Implikasi Teori dan Kebijakan — Penelitian ini memberikan fakta em-
piris atas keberadaan wajib pajak mulai dari patuh sampai tidak patuh.
Otoritas pajak dapat menggunakan temuan ini untuk menentukan dife-
rensiasi dalam mengimplementasikan kebijakan perpajakan.

Kebaruan Penelitian - Pendekatan kelompok memberikan pemahaman
lebih baik mengenai perilaku kepatuhan.

Abstract - The Urgency of Differentiating Tax Policy Based on Com-
pliance Risk

Main Purpose - This study seeks to identify taxpayers who have the same
attitude towards complying.

Method - This study uses the k-means clustering method to group data
into several clusters with a maximum similarity and a minimum similarity.
Several taxpayers were sampled in this study.

Mengutip ini sebagai:

Mangoting, Y., Iriyanto,
A. A., Halim, S., & Ve-
lisya. (2021). Urgensi Di-

_ferensiasi Kebijakan_ lf’a— Main Findings - This study resulted in five groups of taxpayers, namely
jak Berdasarkan Risiko rational tax compliance, commitment, situational, aggressive, and passive.
Kepatuhan. Jurnal Akun- This grouping results in a better understanding of the behavior of taxpay-
tansi Multiparadigma, 12 ers. In addition, this grouping results in different taxation policies by tax
(2), 268-284. https:// authorities.

doi.org/10.21776/ub.ja- Theory and Practical Implications - This study provides empirical

mal.2021.12.2.16 facts on the existence of taxpayers ranging from obedient to non-compli-
ant. Tax authorities can use these findings to determine differentiation in
implementing tax policies.

Novelty - The cluster approach provides a better understanding of compli-
ance behavior.
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Ide penelitian ini didapat dari strategi
yang dikembangkan otoritas pajak dalam
membangun kepatuhan melalui manaje-
men penanganan wajib pajak berbasis risiko
atau biasa disebut dengan compliance risk
management (CRM). CRM adalah suatu me-
kanisme pengelompokan wajib pajak ber-
dasarkan risiko kepatuhan. Risiko dapat
dipetakan berdasarkan tiga kategori, yaitu
risiko ketidakpatuhan yang berkaitan de-
ngan mendaftarkan diri agar memperoleh
Nomor Pokok Wajib Pajak, risiko ketidakpa-
tuhan dalam hal pelaporan, pembayaran dan
kebenaran data-data yang dilaporkan, serta
risiko ketidakpatuhan dalam hal pelunasan
tagihan pajak. Hasil pemetaan ini berguna
bagi otoritas pajak untuk fokus pada wajib
pajak berdasarkan kriteria di atas. Peme-
riksaan pajak dilakukan hanya pada wajib
pajak dengan risiko tinggi, sedangkan un-
tuk wajib pajak yang berisiko rendah dapat
melalui penyuluhan. Strategi ini dilakukan
untuk memberikan perlakuan yang berbe-
da terhadap wajib pajak berdasarkan risiko
perilaku kepatuhan pajak.

Dalam beberapa literatur, penggunaan
mekanisme koersif melalui sanksi dan denda
untuk meningkatkan kepatuhan pajak tidak
lagi cukup efektif (Hofmann et al., 2014; Ste-
jskalova et al., 2019). Wajib pajak yang patuh
justru menjadi tidak percaya, merasa dicuri-
gai, dan keberatan karena mendapatkan per-
lakuan yang sama dengan wajib pajak tidak
patuh, yang selanjutnya menjadi resisten.
Dalam pandangan kepatuhan tradisional,
wajib pajak pada dasarnya tidak akan takut
dengan sanksi apalagi sanksi itu lebih ke-
cil dari penghematan pajak yang dihasilkan.
Otoritas pajak tidak bisa beranggapan bah-
wa semua wajib pajak patuh, karena dalam
faktanya dengan melansir Shafer & Wang
(2018) terdapat gambaran keberadaan wa-
jib pajak dengan karakter manipulatif dan
penuh perhitungan serta bertindak tanpa
landasan norma etis.

Tidak mudah bagi setiap pemerin-
tahan suatu negara dalam meningkatkan
penerimaan pajak, khususnya pada kondisi
terjadinya perubahan-perubahan arsitek-
tur bisnis dengan integrasi teknologi infor-
masi. Pada satu sisi, otoritas pajak wajib
melakukan penyesuaian kebijakan, keten-
tuan, dan administrasi perpajakan sehing-
ga mengimbangi laju akselerasi perubahan
dalam lingkungan bisnis. Pada sisinya yang
lain, otoritas pajak juga perlu melakukan
pengambilan keputusan yang adil dalam

merumuskan regulasi perpajakan, karena
ketidakadilan dalam penciptaan regulasi
berdasarkan argumentasi Nagel et al. (2019)
dan Olsen et al. (2019) akan menimbulkan
resistensi dari wajib pajak yang menganggap
kebijakan perpajakan hanya menguntung-
kan wajib pajak tertentu. Upaya penolakan
wajib pajak bukan hal yang baru. Perspek-
tif ekonomi rasional menjelaskan adanya
keinginan kuat wajib pajak untuk curang
ketika penghematan pajak yang diterima
lebih besar dari denda yang akan diterima.
Ketidaksetaraan pajak yang dibayarkan dan
manfaat yang diterima dalam melaksanakan
kewajiban perpajakan juga menimbulkan
resistensi terhadap ketentuan perpajakan
(Castro & Rizzo, 2014; Chen et al., 2020;
Kim & Im, 2017). Perspektif psikologi turut
menangkap adanya perbedaan wajib pajak
dalam memaknai pembebanan pajak, baik
berupa kesediaan maupun penolakan dalam
membayar pajak. Misalnya perilaku peng-
abaian ketentuan perpajakan akibat keterli-
batan sosialnya sehingga wajib pajak mera-
sa aman untuk melakukan ketidakpatuhan
pajak, karena percaya bahwa wajib pajak
yang ada di sekitarnya juga menolak mem-
bayar pajak dan melakukan kecurangan pa-
jak (Alm et al., 2017; Bhattacharjee et al.,
2015; Li et al., 2021). Di sisi lain, Gangl et al.
(2015) dan Shevlin (2020) menjelaskan bah-
wa tetapa terdapat keberadaan wajib pajak
yang responsif terhadap ketentuan perpajak-
an dengan lebih mengedepankan moral dan
tanggung jawab untuk jujur dibanding per-
timbangan-pertimbangan ekonomis antara
patuh atau tidak patuh. Deskripsi singkat
tersebut menjelaskan bahwa terdapat perbe-
daan dalam merespon kebijakan, ketentuan,
dan sistem administrasi perpajakan terma-
suk melibatkan rasionalisasi atau pembe-
naran untuk tindakan ketidakpatuhan.
Perbedaan ini yang kemudian mendasari
munculnya suatu penelitian yang menja-
dikan perbedaan respon yang berdampak
pada variasi perilaku kepatuhan wajib pajak.

Strategi meningkatkan kepatuhan pa-
jak diperluas dengan pemodelan perilaku
wajib pajak berdasarkan suatu pengelom-
pokan atau profiling yang biasanya menggu-
nakan pendekatan k-means clustering. Tu-
juan pengelompokkan tersebut adalah untuk
menemukan pemahaman baru mengenai
sikap dan motivasi wajib pajak berperilaku
dalam merespon kebijakan perpajakan. Be-
berapa penelitian mengenai profiling wajib
pajak antara lain dilakukan oleh Qingyuan
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& Lumeng (2018) yang mengklasifikasikan
bahwa kesukaan wajib pajak atas kebija-
kan otoritas pajak dan kesediaan mereka
tunduk pada aturan otoritas pajak. Selain
itu, melalui postur motivasi, Guenther et
al. (2021) menghasilkan lima perilaku wa-
jib pajak, yaitu commitment, capitulation,
resistance, disengagement, dan game play-
ing. Postur motivasi merupakan sinyal-sin-
yal yang menggambarkan cara individu dan
kelompok memposisikan diri mereka dalam
hubungan dengan otoritas pajak (Traxler,
2014). Penelitian ini menarik karena studi
postur motivasi menjelaskan apabila sema-
kin jauh jarak sosial yang terjadi di antara
wajib pajak dengan otoritas pajak, maka
semakin besar motivasi wajib pajak dalam
memanfaatkan kelemahan ketentuan perpa-
jakan. Penelitian lain dengan konsep tipolo-
gi juga dilakukan oleh Niesiobedzka (2014)
yang memfokuskan pada tipologi karakter
wajib pajak berdasarkan perspektif keadilan,
sikap, norma sosial, dan mental wajib pajak.
Pengelompokkan tersebut menghasilkan em-
pat karakter wajib pajak, yaitu intrinsic tax-
payer, external taxpayer, intrinsic tax evader,
dan external tax evader. Konsep tipologi juga
digunakan dalam penelitian Bertinelli et al.
(2020) yang menjelaskan lima penggolong-
an wajib pajak berdasarkan analisis kelom-
pok, yaitu kelompok commitment, sycophant,
submission, offender, dan defrauder. Upaya
membentuk profiling wajib pajak dianggap
mampu mengidentifikasikan dan mengkla-
sifikasi respon wajib pajak yang dianggap
memiliki karakter tertentu juga mendasari
penelitian Akbari et al. (2018) dan He & Xiao
(2019). Penelitian tersebut mengidentifikasi
dan mengklasifikasi perilaku berdasarkan
respon wajib pajak ketika terdapat legitimasi
sistem perpajakan dan penegakkan hukum
yang tingkatnya rendah. Terdapat empat
tipe wajib pajak yang dihasilkan dari pene-
litian tersebut, yaitu wajib pajak yang agre-
sif, wajib pajak yang patuh, wajib pajak yang
patuh dengan bersyarat, dan wajib pajak
yang patuh berdasarkan hubungan timbal
balik.

Penelitian ini memiliki kesamaan de-
ngan penelitian sebelumnya dari aspek peng-
kategorian perilaku kepatuhan wajib pajak.
Perbedaan dengan penelitian sebelumnya
terletak pada penambahan faktor pembeda
perilaku wajib pajak berdasarkan pendekat-
an teori perilaku terencana dan teori segitiga
kecurangan. Penelitian ini juga menambah-

kan faktor kelembagaan yaitu kekuatan ko-
ersif dan penegakkan keadilan hukum, dan
sejauh mana wajib pajak merasakan kepua-
san terhadap otoritas pajak melalui program
sosialisasi, implementasi teknologi, dan
kualitas. Pada dasarnya penelitian ini akan
memperkuat atau mendukung penelitian se-
belumnya.

Kategorisasi merupakan suatu upaya
yang bertujuan untuk mengklasifikasikan
orang ke dalam kategori-kategori dengan
konfigurasi atribut kepribadian yang seru-
pa. Dalam konteks perpajakan, kategorisasi
ini memiliki kemiripan dengan profiling wajib
pajak untuk menggambarkan dan mengkat-
egorikan respon dan perilaku wajib pajak ter-
hadap kebijakan perpajakan yang dikeluar-
kan otoritas pajak. Identifikasi kesamaan
perilaku wajib pajak dalam penelitian ini
menggunakan pendekatan teori perilaku ter-
encana yang memberikan penjelasan menge-
nai perilaku yang tercermin dari setiap indivi-
du yang muncul karena terdapat niat untuk
bertindak (Ajzen, 1991). Sikap dan persep-
si terhadap kecurangan memberikan suatu
penilaian atas tindakan kewajiban perpaja-
kan yang akan berbeda antara masing-mas-
ing wajib pajak. Faktor pembeda sikap dan
persepsi terhadap kecurangan pajak dapat
disebabkan oleh faktor-faktor yang diidenti-
fikasi oleh Joshi et al. (2020) dan Rudyanto
& Pirzada (2020), yaitu faktor-faktor indivi-
du, demografi, sosial, tingkat pengetahuan,
budaya, dan adat istiadat yang mampu men-
gubah perilaku wajib pajak. Termasuk yang
membentuk pembeda perilaku wajib pajak
adalah keberadaan lingkungan sosial yang
dalam konsep teori perilaku terencana dise-
but sebagai norma subjektif yang membuat
wajib pajak merasa yakin bahwa tindak-
an kepatuhan atau ketidakpatuhan akan
mendapatkan dukungan. Niat wajib pajak
untuk melakukan ketidakpatuhan semakin
menguat ketika wajib pajak merasionalkan
tindakan kecurangan tersebut sebagai per-
ilaku yang dapat dimaklumi (Sukirman &
Sari, 2013). Faktor keadilan juga menjadi
faktor yang dapat mengklasifikasi perilaku
kepatuhan wajib pajak, meliputi keadilan
vertikal, keadilan horizontal, dan pertu-
karan keadilan. Dalam konteks perpajakan,
keadilan masih menjadi isu utama yang me-
nentukan kepatuhan wajib pajak. Faktor
keadilan dalam pandangan Murphy & Cher-
ney (2012) menekankan pada dampak ter-
hadap level resistensi, diukur dengan jauh
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dekatnya jarak sosial yang terjadi di antara
wajib pajak dengan otoritas pajak sebagai
indikasi tinggi rendahnya kepatuhan pajak.
Tambahan faktor pembeda lainnya adalah
penegakkan hukum keterlibatatan teknolo-
gi, layanan pemerintah, kualitas keputusan,
kualitas hubungan, dan sosialisasi pajak.

METODE

Penelitian ini menggunakan survey
untuk melakukan pengumpulan data. Da-
lam menganalisis data digunakan sistem
k-means clustering untuk menjawab tujuan
dari penelitian. Fokus pada analisis K-Means
adalah melakukan pengelompokkan data
dengan menghasilkan variasi seminimal
mungkin dalam suatu kelompok dan semak-
simal mungkin variasi pada antarkelompok.
Jawaban dari responden yang telah dikum-
pulkan akan dianalisis secara deskriptif oleh
peneliti. Hasil analisis kelompok dilanjutkan
dengan pemberian tema berdasarkan kesa-
maan karakteristik yang tergambar dari se-
tiap pengelompokkan. Responden penelitian
berjumlah 151 wajib pajak orang pribadi
yang telah memiliki usaha ataupun memili-
ki pekerjaan bebas. Teknik pengukuran data
didasarkan pada survei yang terdiri dari be-
berapa pernyataan yang akan diukur atau
dinilai dengan Skala Likert (5 skala). Angka
1 mengarah kepada “sangat tidak setuju”,
sedangkan angka 5 akan mengarah kepada
“sangat setuju”. Setiap variabel terdiri dari
beberapa pernyataan berbeda dengan hasil
penilaiannya akan dijumlahkan dan diba-
gi dengan total pernyataan. Hasil dari per-
hitungan tersebut akan menjadi Indeks dari
tiap variabel.

Variabel dalam penelitian ini didasar-
kan pada dimensi teori perilaku terencana
yang terbagi menjadi tiga variabel, yaitu
sikap atau kesadaran, penghindaran pajak,
dan norma subjektif. Sikap atau kesadaran
merupakan sebuah penilaian yang diberi-
kan oleh individu terhadap suatu perilaku
tertentu. Adapun penilaian tersebut akan
dilakukan berdasarkan pertimbangan indi-
vidu apakah perilaku tersebut menimbul-
kan dampak positif atau negatif (Susanti et
al., 2020). Penghindaran pajak mengarah
pada bagaimana individu bereaksi terha-
dap sulit atau tidaknya dalam melakukan
suatu perilaku tertentu sesuai dengan yang
diinginkan, berkaitan dengan kesempatan
yang dibutuhkan agar perilaku tersebut
dapat terwujud (Ajzen, 1991). Norma sub-
jektif dapat dijadikan sebagai harapan bagi

individu yang memebuat beberapa orang di
sekitarnya dapat memberikan persetujuan
atau tidak atas suatu perilaku tertentu yang
kemudian dapat membuat individu tersebut
termotivasi untuk mematuhinya (Moore et
al., 2017).

Prinsip keadilan menekankan pada as-
pek keadilan dimana ketika seorang wajib
pajak memandang bahwa kewajibannya se-
banding dengan hak-hak yang diperolehnya.
Dengan demikian, individu tersebut akan
cenderung lebih taat dalam melakukan ke-
wajiban membayar pajak (Carr et al., 2021;
Law & Mills, 2015). Ketiga aspek keadilan
yang telah disampaikan sebelumnya di-
jelaskan sebagai, pertama keadilan vertikal
yang menekankan bahwa semakin besar
total pendapatan individu tersebut maka
semakin besar juga kemampuannya untuk
membayar pajak. Kedua, keadilan horizon-
tal yang menjelaskan bahwa beban pajak
atau tarif pajak yang diberlakukan kepada
seorang wajib pajak pasti akan disesuaikan
dengan wajib pajak lainnya yang memiliki
kemampuan ekonomi yang setara. Terakhir
pertukaran keadilan yang merupakan ke-
seimbangan antara kontribusi yang telah di-
bayarkan oleh wajib pajak dengan manfaat
yang diterima.

Otoritas pajak memiliki konsep yang
dapat disebut dengan kekuatan koersif
di tengah kekuasaan yang timbul karena
memiliki kemampuan untuk memberikan
hukuman berdasarkan undang-undang per-
pajakan. Terdapat tiga variabel, yaitu ting-
kat penegakkan, kekuasaan otoritas pajak,
dan beban perpajakan. Teori segitiga kecu-
rangan atau fraud triangle theory merupa-
kan suatu kerangka kerja yang biasanya di-
gunakan untuk menjelaskan alasan di balik
keputusan seseorang dalam melakukan pe-
nipuan, dapat terbagi menjadi tiga variabel,
yaitu peluang, tekanan, dan rasionalisasi
(Downing & Langli, 2019; Ebrahim & Fattah,
2015). Peluang mengacu pada keadaan yang
memungkinkan wajib pajak untuk melaku-
kan penipuan yang biasa dipengaruhi oleh
rendahnya sistem pengawasan dan prosedur
yang kurang jelas. Tekanan merupakan
keadaan dari seseorang yang melakukan ke-
curangan karena adanya kebutuhan yang
harus dipenuhi. Rasionalisasi merupakan
tindakan untuk membenarkan suatu per-
buatan yang telah dilakukan.

Variabel relevan lain yang dapat me-
mengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak
adalah keterlibatatan teknologi, layanan
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Tabel 1. Kronologi Iterasi

Iterasi Perubahan Pusat Kelompok
1 2 3 4 5
1 4,008 3,055 3,252 4,178 3,962
2 0,353 0,000 0,395 0,368 0,581
3 0,390 0,000 0,092 0,123 0,403
4 0,084 0,000 0,078 0,000 0,148
5 0,156 0,000 0,149 0,000 0,294
6 0,110 0,000 0,146 0,203 0,095
7 0,103 0,000 0,000 0,064 0,000
8 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

pemerintah, kualitas keputusan, kualitas
hubungan, dan sosialisasi pajak. Keterli-
batan teknologi merupakan wujud pening-
katan dan dukungan bagi wajib pajak ke-
tika melakukan kewajiban perpajakannya
(Bianchi et al., 2019; Ravenda et al., 2020).
Layanan pemerintah diartikan sebagai pe-
layanan yang dilakukan oleh lembaga pe-
merintah dengan menggunakan karyawan-
nya sendiri. Kualitas keputusan merupakan
kualitas pelayanan publik yang mendapati
semakin banyaknya wajib pajak yang puas
dengan layanan publik. Kualitas hubungan
menggantikan kualitas layanan pajak dan
atau kepuasan wajib pajak sebagai sumber
utama kinerja yang unggul dan keunggulan
kompetitif (Brink & Hansen, 2020; Lennox
et al.,, 2013). Sosialisasi pajak adalah usa-
ha pemerintah dalam memberikan wawasan
mengenai peraturan perpajakan yang ber-
laku kepada masyarakat terkhusus untuk
wajib pajak (Mear et al., 2020; Wardani &
Susilowati, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini telah melalui dua tahapan
yang perlu dikerjakan dalam proses anali-
sis data. Tahap pertama yaitu melakukan
analisis kelompok menggunakan k-means
clustering. Tahap kedua yaitu memberikan
penamaan untuk setiap kelompok yang ter-
bentuk berdasarkan definisi dari setiap vari-
abel dan karakteristik dari responden yang
dikumpulkan di setiap kelompok. Analisis
kelompok adalah teknik analisa data yang
dilakukan dengan harapan untuk bisa
mengidentifikasi karakteristik dari setiap
individu sehingga bisa dilakukan pengelom-
pokkan yang menghasilkan beberapa kelom-
pok dengan sifat yang berbeda-beda serta in-
dividu yang berada di dalam satu kelompok

dapat memiliki sifat yang relatif homogen.
Hasil dari pengolahan data membentuk lima
kelompok yang proses penamaannya meng-
gunakan analisis deskriptif.

Tahap pertama yang akan dilakukan
dalam mengolah data adalah melakukan
iterasi. Iterasi merupakan proses algorit-
ma yang bertujuan untuk menyelesaikan
aljabar perhitungan yang berkaitan de-
ngan beberapa variabel. Dalam mengklasifi-
kasikan responden ke dalam lima kelompok,
dibutuhkan beberapa kali percobaan agar
mendapatkan hasil pengelompokkan yang
tepat. Oleh karena itu, proses iterasi yang
dibutuhkan untuk mengelola objek seba-
nyak 151 sampel adalah sebanyak delapan
kali percobaan.

Tabel 1 menunjukkan proses delapan
tahap percobaan. Pada percobaan perta-
ma hingga ke tujuh, terlihat masih ada ob-
jek yang berpindah dari kelompok satu ke
kelompok lainnya. Namun pada percobaan
ke delapan, sudah tidak ada lagi perpindah-
an yang berarti bahwa proses pengelompok-
kan sudah terbagi dengan cukup baik dan
sudah bisa dianalisis lebih lanjut. Jarak
minimum yang didapatkan antar kelompok
dari hasil iterasi adalah sebesar 6,144.

Dari hasil pengolahan data, dihasil-
kan lima kelompok wajib pajak berdasarkan
analisis k-means. Seluruh jawaban survey
dari responden yang berjumlah 151 wajib
pajak dapat diolah dan digunakan untuk
melakukan penelitian ini. Hasil pengolah-
an data dalam Tabel 2 telah membagi 151
responden wajib pajak ke dalam kelompok
masing-masing sesuai dengan karakteris-
tik wajib pajak tersebut berdasarkan pada
jawaban saat mengisi survei. Tabel 2 menun-
jukkan bahwa sebagian besar responden
diklasifikasikan ke dalam kelompok ketiga
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Tabel 2. Jumlah Responden Masing-Masing Kelompok

Kelompok Jumlah Responden

1

a ~ W N

24
3
52
38
34

(N=52). Urutan selanjutnya adalah kelompok
keempat (N=38), kelompok kelima (N=34),
kelompok pertama (N=24), dan pada urutan
terakhir kelompok kedua (N=3). Adanya per-
bandingan jumlah anggota kelompok dapat
terjadi karena beberapa sebab yang didasar-
kan pada tingkat kepatuhan wajib pajak ber-
dasarkan variabel yang telah ditetapkan oleh
peneliti.

Tabel 3 menggambarkan jarak perbe-
daan antarkelompok. Perbedaan ini dise-
babkan oleh beberapa variabel sebagai
akibat dari jawaban responden yang telah
diolah. Dari Tabel 3 perbedaan jarak terjauh
terletak antara kelompok rasional dengan
kelompok komitmen. Hal tersebut dapat di-
lihat dari karakteristik kelompok rasional
terkait kepatuhan wajib pajak yang hanya
berdasarkan rasa takut diperiksa dan kewa-
jiban sanksi sehingga kepatuhannya tidak
murni dari moral dan internal sebagai wajib
pajak serta masih banyak keinginan untuk
melakukan kecurangan. Kemudian pada
kelompok komitmen dapat dilihat bahwa
kepatuhan wajib pajak murni berasal dari
sikap moral yang sangat tinggi tanpa adanya
rasa takut akan sanksi dan tidak adanya
keinginan untuk melakukan kecurangan.
Dengan demikian, kedua kelompok tersebut
memiliki karakteristik yang cukup berbeda
jauh dan bertolak belakang.

Untuk jarak perbedaan yang paling
terendah hasilnya adalah kelompok rasio-
nal dengan kelompok pasif yang memiliki
kemiripan paling tinggi. Hal tersebut dilihat
dari karakteristik kelompok rasional yang ti-

Tabel 3. Perbedaan Jarak Antarkelompok

dak murni memiliki kepatuhan dikarenakan
hanya berdasar pada rasa takut. Kemudi-
an pada kelompok pasif dapat dilihat bah-
wa kepatuhan wajib pajak bersikap netral
dan tidak terlalu peduli mengenai masalah
perpajakan yang cukup kompleks sehing-
ga kepatuhannya hanya didasari pada pe-
mikiran bahwa memang sudah seharusnya
untuk membayar pajak.

Uji Anova dalam Tabel 4 dilakukan
untuk mengetahui apakah antara kelom-
pok yang satu dengan kelompok lain memi-
liki tingkat perbedaan yang signifikan atau
tidak. Uji anova terbagi menjadi dua jenis,
yaitu uji anova satu arah dan uji anova dua
arah. Penelitian ini menggunakan teknik
analisa data uji anova dua arah pada taraf
signifikansi <0,001. Cluster mean square
menunjukkan seberapa besar jarak between
cluster means, sedangkan error mean square
menunjukkan besaran within cluster means.
Semakin besar nilai F dari suatu variabel
menunjukkan semakin besar pula perbe-
daan dari kelima kelompok yang terbentuk
berdasarkan variabel tersebut.

Setelah data selesai diolah, dapat dilihat
hasil yang memperlihatkan bahwa seluruh
variabel memiliki signifikansi <0,001, se-
hingga artinya adalah terdapat perbedaan
yang signifikan antarkelompok terkait
kepemilikan perilaku yang berbeda ber-
dasarkan variabel-variabel yang ada. Peng-
hindaran pajak merupakan variabel yang
paling menunjukkan adanya perbedaan per-
ilaku antara wajib pajak pada kelima kelom-
pok yang terbentuk karena memiliki nilai F

Kelompok Rasional Komitmen Situasional Agresif Pasif
Rasional 6,883 4,676 3,060 2,573
Komitmen 6,883 3,875 6,081 4,927
Situasional 4,076 3,875 3,845 2,900
Agresif 3,060 6,081 3,845 3,002
Pasif 2,573 4,927 2,900 3,002

273
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Tabel 4. Uji Anova

Cluster Mean

Error Mean Nilai F Signifikansi

Square Square

Sikap atau Kesadaran 2,688 0,245 10,989 < 0,001
Penghindaran Pajak 29,726 0,551 53,936 < 0,001
Norma Subjektif 12,971 0,386 33,572 < 0,001
Keadilan Vertikal 5,213 0,310 16,805 < 0,001
Keadilan Horizontal 4,345 0,467 9,306 < 0,001
Pertukaran Keadilan 23,064 0,902 25,570 < 0,001
Tingkat Penegakan 10,635 0,629 16,920 < 0,001
Keterlibatan Teknologi 5,813 0,466 12,480 < 0,001
Layanan Pemerintah 11,220 0,364 30,783 < 0,001
Kekuasaan Otoritas 8,396 0,381 22,014 < 0,001
Pajak

Beban Perpajakan 10,471 0,516 20,287 < 0,001
Peluang 7,723 0,607 12,714 < 0,001
Tekanan 3,593 0,422 8,507 < 0,001
Rasionalisasi 12,620 0,601 21,003 < 0,001
Kualitas Keputusan 9,469 0,281 33,664 < 0,001
Kualitas Hubungan 11,517 0,428 26,925 < 0,001
Sosialisasi Pajak 11,670 0,435 26,825 < 0,001

yang terbesar (F = 53,936 dan signifikansi
= <0,001). Kemudian variabel dengan perbe-
daan perilaku paling sedikit ditemukan pada
variabel tekanan dengan nilai F terkecil =
8,507 dan signifikansi = <0,001.

Kepatuhan pajak rasional. Deskripsi
karakteristik dari Tabel 5 menjelaskan karak-
teristik utama dari individu pada kelompok
pertama. Perlunya mendapati sikap indivi-
du dengan kesadaran moral untuk melak-
sanakan kewajiban pajak sesuai hukum
pajak legal, karena hal tersebut merupakan
hal yang benar. Berdasarkan penghindaran
pajak, terlihat bahwa individu dalam kelom-
pok ini mengetahui dengan cukup baik me-
ngenai tindakan menghindari pajak dengan
cara tidak melaporkan aset dan pendapatan
yang sebenarnya merupakan tindakan yang
salah. Aspek norma subjektif yang berkaitan
dengan lingkungan sekitar memberikan pe-
ngaruh dukungan dan dorongan moral yang
sangat baik kepada individu dalam kelompok
ini. Kelompok dengan tingkat keadilan pa-
ling tinggi di antara kelompok lainnya, baik
mengenai keadilan vertikal, keadilan hori-
zontal maupun pertukaran keadilan. Mere-
ka percaya bahwa setiap individu yang me-
meroleh penghasilan berjumlah lebih besar
sudah seharusnya melakukan pembayaran

pajak dengan jumlah yang besar pula. Mere-
ka juga merasakan bahwa pemerintah telah
memberikan manfaat yang cukup sebanding
dengan pembayaran pajak yang mereka ba-
yarkan. Layanan pemerintah yang diberikan
oleh otoritas pajak dengan menunjukkan
sikap yang baik dan menyediakan fasilitas
sesuai kebutuhan sudah dapat mendorong
individu untuk melaksanakan kewajiban
perpajakan dengan cukup baik.

Meskipun memiliki kesadaran moral
cukup baik, karakteristik kuat lain yang
muncul dalam kelompok ini, yaitu ketakut-
an yang tinggi dari individu mengenai ada-
nya risiko diperiksa petugas pajak dan takut
dikenakan sanksi perpajakan apabila tidak
patuh. Kemudian ditambah dengan aspek
kekuasaan otoritas pajak yang sebenarnya
diketahui oleh individu. Apabila melaku-
kan kecurangan, maka akan mudah diketa-
hui otoritas pajak karena pengawasan yang
ketat sehingga membuat niat individu untuk
berlaku curang menjadi lebih kecil. Kuali-
tas hubungan yang terjalin antara individu
dengan otoritas pajak juga sangat bagus
dikarenakan otoritas pajak memperlakukan
dengan baik dan menghormati, serta menye-
diakan fasilitas bagi seluruh wajib pajak. Di
sisi lain aspek rasional dari individu yang
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Tabel 5. Hasil Pengelompokan Terakhir

Rasional Komitmen Situasional Agresif Pasif
Sikap atau Kesadaran 4.83 5,00 421 4,79 4,60
Penghindaran Pajak 1,33 3,33 3,05 3,95 2,18
Norma Subjektif 4,73 2,33 3,23 4,26 3,87
Keadilan Vertikal 4,63 2,17 3,96 4,32 4,34
Keadilan Horizontal 4,73 3,00 3,88 4,33 4,28
Pertukaran Keadilan 4,13 2,33 2,37 3,87 4,00
Tingkat Penegakan 4,48 2,33 3,54 4,37 3,28
Keterlibatan Teknologi 4,54 3,00 3,63 4,38 3,85
Layanan Pemerintah 4,44 3,67 3,13 4,32 4,01
Kekuasaan Otoritas 4,56 2,83 3,54 4,54 3,99
Pajak
Beban Perpajakan 4,81 2,17 3,48 4,20 4,12
Peluang 3,06 2,50 3,20 4,12 3,04
Tekanan 4,27 2,67 3,84 4,42 4,10
Rasionalisasi 3,88 2,67 3,30 4,32 2,78
Kualitas Keputusan 4,71 3,17 3,38 4,28 4,13
Kualitas Hubungan 4,65 3,67 3,34 4,51 4,32
Sosialisasi Pajak 4,67 5,00 3,35 4,53 4,18

kendati dibayangi ketakutan akan diperiksa
dan dikenakan sanksi, mereka tetap masih
ingin memanfaatkan kesempatan apabila
terbuka peluang untuk bermain di wilayah
gray area perpajakan. Hal tersebut didorong
oleh adanya rasionalisasi bahwa individu
akan membayar pajak lebih sedikit jika ti-
dak akan dikenakan sanksi. Kemudian di-
ikuti asumsi bahwa jumlah pajak yang kecil
tidak akan terlalu memengaruhi penerimaan
negara dari pajak.

Tipe individu yang tidak konsisten pada
dasarnya sejalan dengan konsep kepatuh-
an pajak tradisional dengan landasan teori
utilitas ekspektasi. Pada konsep tersebut,
individu akan memilih untuk melaporkan
pendapatan aktual kena pajak atau melapor-
kan dengan jumlah lebih kecil dengan risiko
terdeteksi yang rendah, terlebih jika diban-
dingkan untuk mempertimbangkan manfaat
penghematan pajak yang diterima (Cebula,
2020; Khlif & Achek, 2015). Sikap rasional
menunjukkan pertimbangan oleh individu
dalam memikirkan keuntungan atau keru-
gian yang akan ditemukan dalam memenuhi
kewajiban pajaknya secara utuh. Hal ini be-
rarti individu tidak memanfaatkan peluang
serta memperkirakan risiko yang mungkin
terjadi dengan tidak membayar pajak (Azemi
et al., 2020). Pertimbangan manfaat ekonomi

yang dapat mengabaikan efek penegakkan
hukum dilandasi juga oleh sifat alami indivi-
du selaku pribadi yang rasional. Kepatuhan
dalam perspektif ekonomi melihat bahwa
individu selaku pribadi yang rasional akan
melakukan kepatuhan pajak ketika utili-
tas perilaku kepatuhan tersebut lebih be-
sar dibandingkan tindakan ketidakpatuhan
(Noguera et al., 2014). Individu rasional juga
melihat bahwa ketentuan perpajakan tidak
dapat dilihat lagi sebagai sebuah ketentuan
atau norma yang murni meskipun ada kon-
sekuensi tindakan pencegahannya. Individu
akan memiliki pertimbangan tersendiri me-
ngenai perilaku kepatuhan pajak yang ses-
uai norma perpajakan atau mencoba untuk
menghindari dengan pertimbangan man-
faat dari penghindaran pajak. Upaya me-
ngendalikan perilaku tidak patuh individu
melalui penetapan sanksi dan pemeriksaan
pajak justru mendapatkan perlawanan keti-
ka individu melihat ada kesempatan untuk
mendapatkan keuntungan.

Sikap rasional individu dapat dipe-
ngaruhi oleh tiga hal, yaitu rasa ingin meng-
untungkan diri sendiri, keinginan untuk
mendapatkan pujian, dan pertimbangan an-
tara risiko dengan keuntungan. Pada umum-
nya, individu lebih suka mencari keuntung-
an dengan meringankan beban pajak yang
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harus ditanggung. Di sisi lain, munculnya
pertimbangan tersebut juga dipengaruhi
oleh penerapan peraturan perpajakan yang
kurang tegas. Terlebih lagi, sanksi admi-
nistrasi yang akan diterima relatif kecil serta
kecenderungan bahwa otoritas pajak masih
bisa diajak bekerja sama. Dengan demikian
membesarkan potensi kemundulan sikap
rasional individu untuk mengabaikan ke-
wajiban perpajakan. Sesungguhnya sanksi
perpajakan perlu diterapkan dengan sangat
tegas oleh otoritas pajak sebagai salah satu
alternatif mencegah ketidakpatuhan. Sikap
rasional yang tinggi menunjukkan bah-
wa individu lebih mementingkan masalah
keuangan dibandingkan moralnya. Dikare-
nakan individu akan mencari alternatif yang
akan memberikan penghasilan yang paling
besar. Hal ini memunculkan pertimbang-
an mengenai besar kecilnya sanksi yang
akan diterima serta keuntungan jika tin-
dakan penghindaran pajak itu dilakukan.
Deskripsi di atas menempatkan wajib pajak
pada konflik kepentingan pribadi dan situ-
asi dilema sosial. Persoalan kepatuhan pa-
jak tidak lagi terbatas pada kewajiban orang
pribadi memenuhi ketentuan perpajakan,
tetapi meluas pada timbulnya pertimbang-
an-pertimbangan sebagai dasar wajib pajak
merasionalkan keputusan untuk bertindak
patuh.

Kepatuhan pajak komitmen. Deskrip-
si karakteristik dari Tabel 5 menjelaskan
bahwa individu pada kelompok kedua ini
memiliki sikap ataupun kesadaran yang pa-
ling baik di antara seluruh kelompok. Tanda
bahwa masih terdapatnya sikap dan kes-
adaran moral yang sangat tinggi mengenai
kepatuhan dalam membayar pajak. Dengan
adanya kesadaran moral yang tinggi, individu
bisa berpandangan lurus ke depan menge-
nai perpajakan yang akan dilaksanakannya.
Pada saat muncul ketidakadilan dalam as-
pek keadilan vertikal, seperti jika mendapa-
ti individu berkemampuan ekonomi tinggi
ternyata tidak membayar jumlah pajak ter-
hutang sebagaimana yang seharusnya di-
bayarkan, maka individu pada kelompok ini
tetap berorientasi melakukan pembayaran
pajak sesuai jumlah yang sebenar-benarnya.
Artinya ketidakadilan tersebut tidak me-
mengaruhi sikap individu dalam kelompok
ini untuk tetap melaksanakan aspek perpa-
jakannya dengan baik dan konsisten tanpa
paksaan dari pihak manapun.

Individu pada kelompok ini memiliki
sikap yang tegas, terlihat dari perilaku indi-

vidu yang menghindari tindakan kecurang-
an, yaitu aspek rasionalisasi, tekanan, dan
peluang. Pada aspek rasionalisasi, individu
dengan tegas tidak akan memberi toleran-
si terhadap tindakan kecurangan ataupun
penggelapan pajak karena dapat merugikan
negara. Individu juga tidak memaksakan
pendapatan yang tinggi dengan cara melaku-
kan kecurangan pajak, sehingga tidak ada
tekanan dalam diri individu yang memicu
melakukan kecurangan pajak. Dengan
adanya sikap tegas tersebu, individu dalam
kelompok ini tidak memiliki keinginan dan
ketertarikan untuk melakukan kecurangan
pajak meskipun ada peluang atau celah un-
tuk melakukannya. Bahkan jika memiliki
kepercayaan yang rendah terhadap otoritas
pajak yang tidak tegas dalam penegakkan
hukum dan layanan yang diberikan masih
belum berimbang sehingga menyebabkan
adanya ketidakadilan pajak, individu terse-
but tetap menjalankan kewajibannya de-
ngan kesadaran moral tinggi.

Berdasarkan hasil analisis kelompok
pada Tabel 5, dapat dilihat bahwa individu
tetap melaksanakan kepatuhan perpajakan
meskipun banyak kekurangan-kekurangan
yang ada pada sistem perpajakan, otoritas
pajak, ataupun masyarakat wajib pajak.
Maka dari itu, sikap individu pada kelompok
ini dapat digambarkan sebagai kepatuhan
komitmen. Individu yang berkomitmen ada-
lah mereka yang memiliki tingkat kepatuhan
pajak tinggi meskipun memiliki tingkat ke-
percayaan yang rendah mengenai sistem per-
pajakan ataupun ikatan yang lemah antara
individu dengan otoritas pajak (Bornman &
Wessels, 2017; Saka et al., 2019). Keper-
cayaan individu merupakan modal yang kuat
dan faktor yang sangat penting bagi otoritas
pajak dalam meningkatkan kepatuhan pa-
jak sukarela (Green & Plesko, 2016; Mao &
Wu, 2019). Hal ini sekaligus menjadi motiva-
si individu dalam melaksanakan kewajiban
moral dan tanggung jawab untuk jujur ser-
ta meyakinkan diri bahwa membayar pajak
merupakan suatu cara berkontribusi secara
aktif untuk mencapai kesejahteraan bersa-
ma (Bird & Davis-Nozemack, 2018; Zeng,
2019).

Individu dalam kelompok ini juga meli-
hat kepatuhan pajak sebagai upaya memper-
tahankan relasi baik dengan otoritas pajak,
bukan hanya sekadar menjalankan ketentu-
an perpajakan. Dengan adanya ikatan emosi
yang telah terbangun dalam relasi tersebut,
individu akan terus bersikap patuh meski-
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pun masih ada kekurangan otoritas pajak
dalam menjalankan fungsi dan tanggung
jawabnya. Mangoting (2018) dan Youde &
Lim (2019) juga menjelaskan bahwa kepatu-
han pajak yang berkaitan dengan komitmen
merupakan suatu bentuk keterikatan psi-
kologis antarpihak yang berkepentingan da-
lam memenuhi kewajiban perpajakan. Maka
dari itu, relasi merupakan hal yang penting
dalam melancarkan hubungan jangka pan-
jang. Kepatuhan pajak harus diawali dengan
pendekatan perilaku individu dengan otori-
tas pajak, sehingga tidak hanya memusat-
kan pada penerapan sanksi, peraturan, dan
penegasan pajak saja. Dengan adanya ke-
percayaan terhadap otoritas pajak, diharap-
kan pemerintah dapat mencapai kesuksesan
dalam memberikan manfaat sebanding de-
ngan pajak yang dibayarkan.

Individu juga melihat bahwa upaya
pemerintah sudah cukup baik dalam mem-
pertahankan komitmen individu melalui
pemberian serangkaian stimulus fiskal. Wu-
jud setimulus tersebut antara lain seperti
pembebasan potongan pajak untuk indivi-
du karyawan tertentu, percepatan proses
restitusi, pembebasan atau keringanan bea
masuk. Artinya juga bahwa seiring fokus
pemerintah mengerahkan sumber daya da-
lam mengantisipasi pemulihan kesehatan
masyarakat akibat pandemi, otoritas pa-
jak justru mengeluarkan skema-skema in-
sentif yang berpotensi mengurangi peneri-
maan pajak negara. Pandangan lain tentang
kepatuhan komitmen ialah mengenai ada-
nya kesepakatan antara individu dengan
otoritas pajak yang disebut ‘reward’ bagi in-
dividu yang melaksanakan kepatuhan pajak
dengan benar. Karakteristik individu dengan
kepatuhan komitmen juga dijelaskan oleh
Alstadsecter et al. (2019) dan Qingyuan &
Lumeng (2018) melalui piramida postur mo-
tivasi, bahwa kepatuhan komitmen tercipta
ketika tindakan kepatuhan individu melam-
paui harapan otoritas pajak. Individu yang
berkomitmen akan lebih mengandalkan mo-
tivasi diri sebagai pedoman dalam melak-
sanakan kepatuhan pajak. Individu juga
akan enggan berpikir panjang mengenai per-
timbangkan biaya dan manfaat dari suatu
tindakan penghindaran pajak (Mangoting et
al., 2020; LaMothe & Bobek, 2020).

Kepatuhan pajak situasional. Tabel 5
menjelaskan bahwa individu dalam kelom-
pok ketiga memiliki sikap atau kesadar-
an terhadap kepatuhan pajak yang paling
rendah. Artinya bahwa individu tidak merasa

memiliki kewajiban moral terkait kewajiban
perpajakan. Mereka menganggap bahwa
mengecilkan pembayaran pajak bukanlah
pelanggaran yang besar dan tidak mendaf-
tarkan diri untuk mendapatkan NPWP juga
tidak bertentangan dengan moral. Dari as-
pek penghindaran pajak, tindakan seperti
tidak melaporkan pertambahan harta da-
lam SPT dan melaporkan penghasilan ber-
dasarkan perkiraan dianggap tidak terlalu
bertentangan dengan ketentuan perpajakan.
Dari semua aspek keadilan, individu masih
merasakan adanya ketidakadilan berkaitan
dengan tarif pajak dan tidak yakin bahwa
orang yang berpenghasilan besar pasti mem-
bayar pajak dalam jumlah yang besar juga.
Individu dalam kelompok ini merasakan
bahwa otoritas pajak masih belum cukup
adil dalam memberikan pertukaran seim-
bang. Faktor norma subjektif atau pengaruh
orang-orang penting di sekitar masih tidak
cukup mempengaruhi kepatuhan individu
dalam kelompok ini. Dari aspek tingkat pe-
negakan, individu melihat bahwa kecurang-
an itu tidak akan mudah diketahui oleh
petugas pajak karena belum menerapkan
pengawasan yang sangat ketat dalam men-
deteksi kecurangan. Selain itu, mereka juga
tidak takut dengan sanksi yang akan diteri-
ma. Berkaitan dengan layanan pemerintah,
mereka menganggap bahwa otoritas pajak
belum memberikan fasilitas publik yang me-
madai dan belum memberikan perlakuan
yang baik kepada individu. Risiko ketidak-
patuhan teridentifikasi dalam individu yang
berada dalam kelompok ini berdasarkan
aspek fraud triangle. Berdasarkan aspek
fraud triangle, individu dalam kelompok ini
memperlihatkan adanya tekanan yang cu-
kup tinggi dalam mempertahankan peng-
hasilan tetap besar. Masalah finansial yang
mengindikasikan adanya tekanan situasion-
al berkaitan dengan kewajiban keuangan.
Adanya peluang yang terbuka untuk ber-
main ke dalam gray area perpajakan sema-
kin mendukung individu untuk melakukan
kecurangan. Individu dalam kelompok ini
melihat bahwa tingkat kekuasaan otoritas
pajak yang masih rendah, sehingga situasi
tersebut dapat dibaca sebagai peluang atau
kesempatan. Selain itu, terdapat pula per-
timbangan yang cukup untuk membenarkan
atau merasionalkan tindakan kecurangan
yang dilakukan.

Istilah kepatuhan situasional lebih se-
ring digunakan dalam bidang psikologi un-
tuk mengetahui faktor penggerak perilaku
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patuh atau tidak patuhnya seseorang.
Kepatuhan situasional bergantung pada
kontrol dan motivasi individu untuk ber-
tindak patuh dan tidak berdasarkan pada
adanya ancaman hukuman (Alshira’h & Ab-
dul-dabbar, 2020; Khalil & Sidani, 2020).
Tingkat kepatuhan individu dalam meng-
ikuti ketentuan perpajakan bergantung
pada dorongan pengawasan otoritas pajak,
bukan karena kemungkinan ancaman hu-
kuman. Mereka paham bahwa pembayaran
pajak merupakan komponen dari kewajiban
yang diatur oleh hukum, tetapi keberadaan
faktor eksternal juga dapat mengendalikan
kepatuhan pajak. Misalnya, faktor tingkat
penegakan dan kekuasaan otoritas pajak
yang membuat individu tidak takut dengan
risiko akan diperiksa dan sanksi yang ada.
Selain itu, individu dalam kelompok ini juga
menganggap otoritas pajak akan kesulit-
an dalam mengungkap kecurangan pajak
berikut pengawasan terhadapnya. Dengan
demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor
pencegahan tidak cukup efektif karena ke-
mungkinan aktual pemeriksaan oleh otori-
tas pajak dan penetapan sanksi dirasakan
masih cukup rendah.

Musimenta et al. (2017) dan Yapa et
al. (2015) menguraikan terdapat tiga fak-
tor yang dapat menggambarkan situasi
yang relevan terhadap kepatuhan indivi-
du. Pertama persuasive interpersonal atau
interaksi intim yang terjadi antara otoritas
pajak dengan individu yang berkepenting-
an. Kedua, konsekuensi yang merupakan
dampak dari kepatuhan tersebut, baik da-
lam jangka pendek maupun jangka panjang
terhadap hubungan individu dan otoritas
pajak. Terakhir, hak yang melihat sejauh
mana otoritas pajak mempunyai legitima-
si untuk menuntut kepatuhan dari indivi-
du. Artinya, salah satu situasi yang dapat
memengaruhi perilaku kepatuhan adalah
hubungan berkualitas atas dasar saling per-
caya dan memahami antara individu dengan
otoritas pajak dalam meminimalkan konflik
atau sengketa yang mungkin timbul. Indivi-
du dengan kepatuhan situasional ini seha-
rusnya mendapatkan perlakukan yang ber-
sifat peringatan dari otoritas pajak agar lebih
mendorong adanya kepatuhan.

Kepatuhan pajak agresif. Tabel 5
menunjukkan bahwa individu dalam kelom-
pok ini memiliki rasionalisasi terhadap
kepatuhan pajak yang paling tinggi. Indika-
si bahwa kecurangan pajak bukanlah suatu
hal yang salah. Dengan adanya pembenaran

kecurangan pajak, dari aspek peluang in-
dividu tidak akan segan untuk melakukan
penipuan jika ada peluang atau kesempa-
tan. Sikap ini ditegaskan kembali dari as-
pek penghindaran pajak dengan tindakan
individu yang sering memperkirakan jumlah
pendapatan yang tidak dilaporkan. Dari as-
pek norma subjektif sebenarnya lingkungan
di sekitar individu cenderung memberikan
saran untuk memenuhi kewajiban pajak,
sedangkan dari aspek keadilan horizontal
memunculkan pemikiran bahwa keadilan
dapat ditegakkan dengan pengenaan pajak
bagi individu sesuai penghasilannya. Serta
dari sisi keterlibatan teknologi sebenarnya
sudah mendapati e-filing yang memudahkan
dalam melaporkan pajak dengan cepat dan
sederhana.

Kemudian dari aspek keadilan vertikal,
individu dalam kelompok ini kurang per-
caya bahwa individu dengan kemampuan
ekonomi lebih tinggi juga akan membayar
pajak dengan jumlah yang lebih tinggi. Ken-
dati individu ini kurang percaya terhadap
hal tersebut, jika dilihat dari aspek sikap
ataupun kesadaran, maka perilaku dan
sikap dari individu sebenarnya terlihat bia-
sa-biasa saja. Hal ini berarti individu tidak
terlalu yakin bahwa pembayaran pajak me-
rupakan sebuah kewajiban moral. Oleh dari
itu, dapat dikatakan bahwa individu dalam
kelompok ini memang sangat ingin untuk
melakukan penghindaran pajak.

Salah satu yang mendorong indivi-
du mengenai tindakan penghindaran pajak
adalah rendahnya nilai keadilan. Dari faktor
layanan pemerintah, individu memang memi-
liki kesadaran membayar pajak. Meskipun
demikian masih merasa kurang mendapat
keadilan atas aspek pertukaran, yaitu man-
faat yang diterima dari pembayaran pajak
masih belum sebanding dengan jumlah pa-
jak yang telah dibayarkan. Selain itu, dari
aspek sosialisasi perpajakan, mendapati
sosialisasi yang telah dilaksanakan pemeri-
ntah juga tidak memberikan dampak yang
signifikan. Hal ini disebabkan individu ma-
sih berniat untuk melakukan penggelapan
pajak. Individu ini akan menimbulkan an-
caman yang lebih besar bagi otoritas pajak
daripada individu yang lebih memilih untuk
menggunakan cara yang jujur dan berisiko.
Namun dari aspek tekanan, mereka masih
dihinggapi berbagai tekanan ketika akan
melakukan penggelapan. Dari semua aspek
penegakkan hukum yaitu tingkat penegak-
an, kekuasaan otoritas pajak, dan beban
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perpajakan, sikap agresif dapat ditekankan
dengan sikap individu yang hanya memba-
yar pajak karena takut akan diperiksa oleh
petugas pajak. Selain itu, rasa takut akan
sanksi yang dari individu ketika melakukan
suatu kecurangan juga menjadi salah satu
penyebab munculnya sikap agresif. Ketakut-
an ini muncul karena petugas pajak melak-
sanakan peran yang baik dalam melakukan
pengawasan dan pemantauan ketat terha-
dap kecurangan pajak, meski individu akan
tetap bersikeras melakukan kecurangan pa-
jak karena memiliki sikap yang agresif.

Individu dengan tingkat rasionalisasi
paling tinggi pada kepatuhan pajak ini akan
menggunakan kesempatan melakukan ke-
curangan dan cenderung dapat memanfaat-
kan peluang dengan baik. Oleh karena itu,
jenis kepatuhan yang dapat digambarkan
adalah kepatuhan pajak agresif atau aggres-
sive tax compliance.

Penemuan bahwa pembayar pajak
yang terlibat dalam perencanaan pajak yang
agresif cenderung tidak memiliki hati nu-
rani, yang juga berimplikasi terhadap cara
otoritas pajak menangani kelompok pem-
bayar pajak berisiko tinggi ini (Wu & Rooij,
2021). Sifat agresif juga bisa terbentuk dari
seorang individu yang mengalami frusta-
si akan adanya sesuatu yang menghalangi
keinginan mereka. Karakteristik individu
agresif pada dasarnya teridentifikasi dalam
beberapa penelitian yang juga menggunakan
pendekatan tipologi atau kategorisasi. Misal-
nya istilah game playing yang diberikan oleh
Tang (2020) untuk individu yang senang
bermain di gray area perpajakan dan menik-
mati tantangan untuk meminimalkan pajak
yang harus dibayar. Demikian juga Lipatov
(2012) yang memastikan bahwa keberadaan
individu yang berisiko tinggi dikarenakam
keterlibatan dalam perencanaan pajak yang
agresif.

Beragam faktor lain juga teridentifikasi
sebagai penyebab individu menjadi agresif
dalam menghindari kewajiban perpajakan
mereka. Misalnya tingginya tingkat korupsi
di suatu negara yang berkorelasi positif de-
ngan tingginya penghindaran pajak (Chen et
al., 2020; Yamen, 2021). Juga faktor individu
seperti penguasaan pengetahuan pajak, ke-
wajiban moral, dan keadilan pajak dianggap
dapat memengaruhi perilaku penghindar-
an pajak (Kassa, 2021). Individu dengan
kualifikasi kepatuhan agresif akan berperi-
laku baik dalam mewujudkan sesuatu se-
suai keputusan awal yang diharapkan dapat

mencapai kebaikan bersama. Hasil ini se-
suai dengan temuan Alm (2014) dan Er-
masova et al. (2021) yang mengamati adanya
faktor ketidakpastian sebagai penyebab indi-
vidu agresif dalam melakukan perencanaan
pajak. Ketidakpastian tersebut dikaitkan
dengan tarif pajak, persoalan penegakan hu-
kum, adanya perlakuan tidak adil, dan ma-
salah kepercayaan kepada pemerintah.

Kepatuhan pajak pasif. Tabel 5
menunjukkan bahwa kelompok individu
dengan sikap atau kesadaran atas kepatu-
han pajak memiliki tingkat kesadaran rela-
tif rendah terkait moral dalam kewajiban
perpajakan. Individu dalam kelompok ini
masih percaya terhadap adanya keadilan
yang berhubungan dengan keadilan vertikal,
keadilan horizontal, ataupun pertukaran
keadilan. Masih terlihat kepercayaan bahwa
individu berpenghasilan besar akan melaku-
kan pembayaran beban pajak yang lebih
besar. Keadilan pertukaran antara manfaat
yang diterima dengan pembayaran pajak
juga dirasa sudah cukup adil. Di sisi lain,
kualitas hubungan antara individu dengan
otoritas pajak ternyata masih kurang baik
yang disebabkan oleh banyak faktor ber-
dasarkan pengalaman individu. Pelayanan
dari otoritas pajak dianggap masih kurang
dan juga penyediaan fasilitas dirasa masih
belum maksimal.

Dari aspek tingkat penegakkan, indivi-
du dalam kelompok ini tidak tegas menya-
takan bahwa kecurangan pajak itu tindakan
yang salah, bahkan pada faktor peluang ma-
sih terbuka keinginan untuk memanfaatkan
kelemahan ketentuan perpajakan. Hal ini
didukung juga oleh tekanan mempertahan-
kan penghasilan yang tinggi dan rasionalisa-
si terhadap pembenaran kecurangan pajak
yang cukup. Sosialisasi perpajakan yang
dilakukan pemerintah masih belum cukup
untuk memotivasi individu dalam kelompok
ini terkait kepatuhan pajak. Artinya individu
dalam kelompok ini masih memiliki keingin-
an untuk melakukan kecurangan pajak
meskipun tidak ditunjukkan secara agresif.
Individu dalam kelompok ini juga menyam-
paikan beberapa kritik terhadap otoritas pa-
jak mengenai kemampuan mendeteksi ke-
curangan pajak, keputusan yang dirasakan
belum berpihak kepada pembayar pajak,
penggunaan teknologi informasi perpajakan
yang belum efisien dan efektif, serta masalah
sosialisasi perpajakan.

Secara keseluruhan hasil analisis
kelompok dalam Tabel 5 menjelaskan bahwa
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individu dalam kelompok ini tidak mempu-
nyai respon dominan dalam melaksanakan
kepatuhan perpajakan. Oleh karena itu je-
nis kepatuhan pajak yang dapat digambar-
kan adalah kepatuhan pajak pasif, yaitu
gambaran individu yang mengambil posi-
si aman dalam menanggapi permasalahan
kepatuhan perpajakan.

Gambaran kepatuhan pajak pasif juga
teridentifikasi dalam hasil penelitian Tang
(2020) dengan istilah capitulation. Individu
dengan kepatuhan pasif memiliki karakter
capitulation sebagai tindakan kepatuhan in-
dividu yang hanya sekedar menyenangkan
hati dan menghindari konflik dengan otori-
tas perpajakan (Alstadsecter et al., 2019).
Kepatuhan pajak pasif juga tergambar dari
respon terhadap kebijakan penghapusan
pajak berdasarkan UU No. 11 Tahun 2016
mengenai Pengampunan Pajak. Meskipun
mendatangkan penerimaan pajak yang be-
sar bagi negara, namun seperti ungkapan
Finér & Ylonen (2017), Ftouhi & Ghardal-
lou (2020), dan West (2018) bahwa kebijak-
an pengampunan belum membuat individu
patuh secara sukarela, karena masih mera-
sakan adanya paksaan dalam melaksanakan
ketetapan pajak. Selain itu, jumlah individu
yang belum melakukan repatriasi harta dari
luar negeri juga masih perlu ditingkatkan.

Kepatuhan pajak pasif harus dianti-
sipasi oleh otoritas pajak, meskipun tidak
ada tindakan penghindaran agresif, kare-
na kepatuhan pajak pasif dapat menyulit-
kan pemungutan pajak bagi otoritas pajak.
Dalam deskripsi di atas, kombinasi dari
peluang, rasionalitas, dan tekanan dapat
membentuk niat yang cukup tinggi untuk
melakukan tindakan kecurangan pajak. Se-
lain itu kepatuhan pajak pasif muncul pada
kondisi-konsidi pada individu yang tidak se-
cara tegas menyebutkan bahwa kecurangan
pajak itu tindakan salah, apalagi individu
melemparkan kritik kepada otoritas pajak
yang dianggap belum efektif dan efisien da-
lam mendeteksi kecurangan pajak. Selain itu
individu dalam kelompok ini juga menyoroti
upaya edukasi otoritas individu belum cu-
kup untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Kecenderungan individu pasif dalam
sistem self-assessment memang tidak dapat
dihindari. Dikarenakan otoritas pajak masih
membebankan sebagian urusan administra-
si pajak kepada individu berkaitan dengan

kewajiban menghitung, membayar, dan me-
laporkan kewajiban pajaknya. Kondisi terse-
but pasti dapat memberatkan individu. Oleh
karena itu, dalam sistem self-assessment,
otoritas pajak wajib menyediakan lingkung-
an yang kondusif agar memungkinkan ter-
jadinya kepatuhan pajak sukarela, salah
satunya melalui upaya otoritas mengem-
bangkan pengetahuan individu. Individu da-
lam kelompok ini melihat bahwa sosialisasi
pajak masih cukup rendah sehingga belum
dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Jadi,
pengetahuan perpajakan individu yang cu-
kup dalam sistem self-assessment adalah
sebuah keharusan. Indrawan & Binekas
(2018) dan Martins (2017) dalam peneliti-
annya membuktikan bahwa pengetahuan
perpajakan yang baik akan meningkatkan
kepatuhan pajak, karena dapat mengurangi
ketidakpastian individu sehingga memini-
malkan sikap acuh individu.

SIMPULAN

Hasil pengelompokkan secara tidak
langsung dapat mengukur tingkat kepatuh-
an wajib pajak. Pengelompokkan ini akan
memungkinkan pemahaman yang lebih baik
tentang perilaku wajib pajak dan memudah-
kan otoritas pajak dalam merumuskan ke-
bijakan berbeda bagi masing-masing kelom-
pok wajib pajak. Kegiatan penyuluhan yang
intensif lebih diperlukan untuk wajib pajak
dalam kelompok rasional dan pasif, sedang-
kan penegakkan hukum ketat relevan untuk
wajib pajak dalam kelompok agresif. Jika
otoritas pajak mengimplementasikan pe-
negakkan hukum dengan tingkat yang sama
untuk semua wajib pajak, maka akan ter-
jadi inefisiensi dalam mekanisme penegakan
kepatuhan. Seperti misalnya pada wajib pa-
jak yang patuh akan merasa tidak mendapat-
kan penghargaan atas kepatuhannya, se-
hingga menimbukkan ketidakpercayaan
terhadap otoritas pajak. Di sisi lain, wajib
pajak tidak patuh akan beranggapan bahwa
patuh atau tidak patuh akan mendapatkan
penegakkan hukum yang sama.

Implementasi kebijakan yang berbeda
berdasarkan hasil kelompok dapat mening-
katkan kualitas penilaian ketidakpatuh-
an, sehingga otoritas pajak dapat menga-
lokasikan sumber daya lebih baik untuk
menjalankan fungsi-fungsi pengawasan dan
pemeriksaan pajak. Selain itu, otoritas pa-
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jak juga memiliki pengendalian yang efektif
dalam penegakan hukum sehingga meng-
hindari tindakan yang dianggap tebang pilih.
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